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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena ridho-Nya telah
tersusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Doko Tahun 2024. Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan Doko Tahun 2024 ini berpedoman pada Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Doko tahun 2021-2026.

Renja ini memuat target, tujuan, sasaran program serta strategi
implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Renja ini
diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur
Kecamatan Doko sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnnya
memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta
kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Doko Tahun 2024 ini
semoga dapat memberikan arahan bagi kelancaran dan peningkatan kinerja
bagi aparat serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Blitar

khususnya di wilayah Kecamatan Doko.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Doko merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang
ada di kabupaten Blitar, terletak di sebelah tenggara ibu kota Kabupaten

Blitar, dengan batas — batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Malang

Sebelah selatan : Kecamatan Kesamben dan Selopuro
Sebelah timur : Kecamatan Kesamben dan Selorejo
Sebelah barat : Kecamatan Wlingi
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Luas wilayah Kecamatan Doko kurang lebih 76,95 Km? termasuk
daerah yang subur dikarenakan abu vulkanik gunung berapi sehingga

banyak tanaman yang tumbuh dengan baik, terdiri dari 10 Desa yaitu
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10. Plumbangan

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan di Kantor Kecamatan Doko secara efektif, efisien dan terarah
sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana Doko secara terinci
berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada

dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Doko membahas analisa kebutuhan
kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan
oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari
tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten,
propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Doko Pemerintah Daerah, Renja

Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan
keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja
Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c)
Penyusunan agenda Doko tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
(d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b)

Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.



3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan
surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut
dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas
perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal

RKPD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh
kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan
dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan
untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja
sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam

Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan
proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang
RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan
untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat
Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang

ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang
telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang
ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam

menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Doko Tahun 2024
menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Doko yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar
dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Doko Kecamatan.



Pada penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat

Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk
menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan,
kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan

awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif
dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja

Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup
perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Ahir
RKPD. Rancangan rencana kerja tersebut juga dibahas dan disempurnakan
dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja
Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Blitar untuk
diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Rencana
Kerja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan akhir RKPD.
Rancangan Rencana Kerja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan

penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan

Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN );

2. Undang — undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan, dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)
Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang
RPJMD Tahun 2021-2026

Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: 050/657/409.201.3/2021
Tanggal 4 Juni 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD
Tahun 2021-2026;
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Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : B/050/345.1/409.3.2/2024 Tanggal
02 Agustus 2024 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja

Kecamatan Doko tahun 2024 :

1.

Menjabarkan rencana kerja Kecamatan Doko jangka pendek 1 (satu)
tahun untuk tahun 2024.

Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Doko
dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta
memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu
penting terkait penyelenggaraan tugas Kecamatan  Doko  dalam

pembangunan daerah;

. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan

Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu

menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;

. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Kecamatan Doko dalam

jangka 1 tahun;

. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Kecamatan

Doko;

. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan dari Rancangan Rencana kerja Kecamatan

Doko Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017

adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Kecamatan Doko adalah salah satu OPD yang melaksanakan urusan

pemerintahan fungsi penunjang bidang pemerintahan dengan 5 (lima)

program dan 12 (Dua Belas) kegiatan.

Pada Tahun 2023, Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai berikut :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target B.

Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah indikatornya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dalam 1 Tahun.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dari pagu
anggaran Rp. 1.650.000,00 terealisasi Rp.1.650.000,00

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran
sebesar Rp.1.500.0000,00 terealiasasi Rp.1500.000,00

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat
waktu dengan target 1 Tahun

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dari pagu anggaran
sebesar Rp 1.604.300.010,00 telah terealisasikan sebesar Rp. atau
1.270.472.382,00 atau sebesar 79.19%.

Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD dari pagu anggaran sebesar Rp23.640.000,00
terealisasikan sebesar Rp 23.640.000,00 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari pagu
anggaran Rp.1.230.000,00 telah terealisaai sebesar Rp. 1.230.000,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan
indikatornya “Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi
kepegawaian”.Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari pagu anggaran
Rp.69.520.000 telah terealisasi sebesar Rp.68.400.000,00 atau
terealisasi 98,38%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah
Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel dengan

target 12 bulan.



Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor dari pagu anggaran sebesar Rp.5.660.000,00 telah
terealisasi sebesar Rp.5.660.000,00 atau 100%.

Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari pagu
anggaran sebesar Rp 40.653.225,00 telah terealisasikan sebesar Rp
38.579.440,00 atau sebesar 94,89%.

Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dengan pagu
anggaran sebesar Rp.8.425.300 terealisasi sebesar 100%

Sub kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor dari pagu anggaran Rp
5.560.000,00 terealisasikan Rp.5.560.000,00 atau 100%.

Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari pagu
anggaran Rp 3.303.600,00 terealisasikan sebesar Rp 3.303.000,00 atau
sebesar 99,98%.

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
dari pagu anggaran Rp 69.858.700,00 terealisasikan Rp 62.750.039,00
atau sebesar 89,83%.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah indikatornya adalah Jumlah jenis Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan
target 2 jenis.

Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dari pagu
anggaran Rp 22.024.000,00 telah terealisasikan sebesar Rp
21.876.700,00 atau sebesar 99,33%.

Pengadaan mebel dari pagu anggaran Rp.15.605.000 terealisasi sebesar
Rp. 15.605.000,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
indicatornya adalah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan.

Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
dari pagu Rp 10.834.560,00 terealisasikan Rp 5.535.758,00 atau
sebesar 51,09%.

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dari pagu Rp
108.708.115,00 terealisasikan sebesar Rp.105.602.496,00 atau 97,14%.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah indikatornya Jumlah waktu Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12
bulan.

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan

pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dari
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pagu anggaran sebesar Rp 33.600.000,00 telah terealisasikan sebesar
Rp 33.576.962,00 atau sebesar 89,06%.

Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dari pagu
anggaran Rp 3.265.500,00 terealisasikan Rp.2.000.000 atau sebesar
63,69%

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung
kantor atau bangunan lainnya dari pagu Rp 30.600.000,00
terealisasikan Rp 30.558.000,00 atau sebesar 99,96%.

. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan
indikator Prosentase desa dengan predikat IKM baik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan dengan indikator jumlah koordinasi yang diselenggarakan.
Sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan
Minimal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.1.350.000 terealisasi 100%

Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
dengan anggaran sebesar Rp.4.160.000 terealisasi 3.600.000,00

. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan indicator
progam  adalah Jumlah  Pemberdayaan  Masyarakat dengan
desa/kelurahan

Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa indikatornya adalah
Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari pagu anggaran sebesar Rp
8.400.000,00 terealisasikan sebesar Rp 5.400.000,00 atau sebesar
64,28%.

. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum indikatornya Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
dengan target 1 kegiatan.

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Instansi Vertikal Terkait di Wilayah Kecamatan dengan indikator
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dari pagu anggaran sebesar Rp
13.600.000,00 telah terealisasikan sebesar Rp 13.150.000,00 atau
sebesar 96.69%.
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Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat dari pagu anggaran Rp.5.610.000,00 terealisasi sebesar
Rp.5.010.000,00 atau 89,30%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum indikatornya
Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan
golongan lainnya yg dilakukan .

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah indikatornya Jumlah koordinasi yang dselenggarakan.
Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku,Intrasuku,Umat
Beragama,Ras, Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal,Regional dan Nasional

Dari pagu anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 terealisasikan 9.000.000
atau 100 %.

Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.680.000,00 terealisasi
100%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Jumlah Rekomendasi dan
koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan
Sub kegiatan Fasilitasi Tata Administrasi Tata Pemerintahan Desa dari
pagu anggaran sebesar Rp 13.050.000,00 terealisasikan
Rp.12.600.000,00 atau 96,55%.

Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan
aset desa dengan pagu anggaran Rp.8.100.000 terealisasi
Rp.7.650.000,00 atau 94,44%

Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
desa dengan anggaran Rp.8.550.000,00 terealisasi sebesar
Rp.8.550.000,00

Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa diwilayahnya dari pagu

anggaran Rp.5.400.000,00 terealisasi 3.975.000,00 atau 73,61
Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan :

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan tidak ada.
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2.

3.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/ kegiatan :
a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada
Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah
seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus)
dipilihkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada
di Kabupaten Blitar. Kompleksnya berbagai permasalahan di
Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada.

b. Masih kurang maksimalnya sarana dan prasarana di sekitar
kantor
Sudah diakui bahwa dibanding tahun-tahun sebelumnya, kondisi
fisik bangunan Kecamatan Doko sudah cukup baik. Pada tahun
2016 sudah dibuat ruang pelayanan seperti selayaknya pelayanan
PATEN tetapi masih belum optimal/kurang adanya sarana
prasarana penunjang untuk mewujudkan kantor kecamatan yang
representative, aman, nyaman, ramah anak, ramah lansia dan
peduli terhadap perempuan. Misalnya ruang tunggu yang
nyaman, playground, ruang laktasi, loket antrian, kantor dan
lingkungannya yang bersih dan nyaman.

c. Kurang optimalnya faktor pendukung sarana prasarana.

Kondisi geografis di wilayah Kecamatan Doko sangat berpengaruh
terhadap pemenuhan kemudahan akses informasi. Sehingga
dibutuhkan sarana penunjang berupa perangkat computer
lengkap yang terhubung jaringan agar memudahkan dalam
pelayanan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu

kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Doko adalah sebagai berikut:

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai
Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Doko tahun 2016-2021
berdampak positif yang menunjukkan keberhasilan kinerja selama
periode Renstra.

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target
sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Doko berdampak
rendahnya capaian kinerja selama periode Renstra sehingga perlu
dilakukan evaluasi dan monev dan diperlukan tinjauan ulang

terhadap target Renja periode tahun berikutnya.
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4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

a.

Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan

Kasubag yang menangani kegiatan.

. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah

pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAl LITAR

TAHUN 2024

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN | BIDANG [ Loy ] CAF <L TAHUN 2025 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / | _AKHIR
KODE LS EMCEIN KEGIATAN / SUB PERIODE | CAPRIAR | raRGET REMIA e
KEGIATAN / SUB = RAENJA OPD | TARGET REM TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
AT NETRA | TaHUN 2022 T, 042 | Lokasi TARGET | PAGUINDIKATIF (Rp) JAWAE
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APED 2024 AKPD PERUBAHAN 2024 MASIONAL | DAERAH
2 s . s o - a a 0 " 12 13 s 5 5 | = 8 " =0 21
KECAMATAN DOKO 2413.750.500,00 2554.370.0%0,00 2.233.557.981,00 180,232 519,00 2:300.084.000,00
T UNSUR KEWILAYAHAN 2412.790.500,00 2.554.370.040,00 2.293.557.881.00 180.232519,00 2.300.064.000.00
101 KECAMATAN 2.412.790.500.00 2.554.370.040,00 2.23.557.981,00 -180.232.519,00 2.300.064.000.00
To10 PROGRAM PENUNJANG | - - - 2.260.826.500,00 2.307.546.540,00 2.078.560.481,00 -209.108.300,00 1.960.720.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATENKOTA
arorzar Ferencansan E E 3aca000.00 211713800 a117amm0n -2zsz802.00 E £300.000.00 | KECAMATAN DORD
Fenganagaran, Gan Svaas! .
Kiner Peranghat B
781012010001 | Pemyusunan Darumen Ferencanasn Ferangeat Gasran
[ — & Dowumen | & Dowumen =7m om0 pEmprr= +seaatace PEPTEyY P— asa . <500, 000.00 | WECAMATAN DORD
Fevencansan Ferangtar Doko. Semua | TRANSFER .
erpesa Uniar Dania
ALDRAS b
701012010007 | Evasunsi romerja meranghat Saeran
[y —— & Laporan | & Lapomn =7 mnc0 TsrmTmo [T PPy P— . 2000.000.00 | ECAMATAN DORD
Jarera Ferangiat Dasran o Semus | TRANSFER .
ereza UMUA-BANA
ALGRAS! stina
Torareoe J————— . . "+ 2as 20 o 00 PEp———— PrT——— eaararmm . 1 o6 454 517,00 | KECAMATAN DOWO
Ferangat Gaeran E
71012020001 | Penysizan Gaj can Tunjangan ASN
Orang 12 Orang®s | 12 Orangm 1280073 000.00 1 720.000.540.90 PE——— “189.232.313,00 | Ka. Eatar [— E 1.500.000.000.00 | KECAMATAN SOKO
rcnerma Gapaan i v Damo. Semua | ASLI DAERAN .
Tamiangan ASN ereza (FAD)
Gana
TRansFER
Cnauar Dania
ALDRAS b
710120z 000 aan Fana [Cr——
[ — = = 2443 000,00 =a 44000000 s oanon [EySmpm—py po— asa . o1 10900000 | KECAMATAN DOWD
enatayzanaan can Dowmen | Domen Doko. Semua | TRANSFER .
o ermaz, ereza ey
e SFD LGRS gt
F T TP P ————————————
S p—— " " +3m 00000 133000000 +350.000.00 .00 | xam. gtar E 533431700 | KECAMATAN DORD
zan Peicsanan ARt Dowmen | Dotmen Dams. Semua | TRANSFER .
Swo ereza UMUA-BANA
ALGRAS! stina
sorarzos P — - - 70,509 05 0 ppe——— =4 10acan0n rpp—— E 20,000 000,00 | KECAMATAN SOWO
Feranga Gaeran .
701012050008 | Pendaiman den Peiatinan Pegawal Berdasaan Tuges g Fnge
[ — ‘aOrng | 12 Orang 75000 000,00 pp—— 2410000000 24.190.000.00 | eam. Setar E 20.000.000.00 | KECAMATAN SOKD
Sevmsaman Tuges aan Damo. Semua | TRANSFER .
Fumg yang Memgeut ereza UMUA-BANA
o Fianman ALGRAS! stina
ararzos Acerirestras Urmum E E 120,341 00100 133.300542.00 126183.482.00 E 70.209.083.00 | KECAMATAN SOKO
Ferangen Dacran .
71012000001 | Penysizan Wemprnen insiatas! LiskihFenerangan Bangunan Kantor
[ — P Fp— T amcazo TeeseEzon Teamcazon 00 | wam. gt E 5550.000,00 | KECAMATAN DORD
it s e Damo. Semua | TRANSFER .
Ganguman sator yang erpeza Unuss o
Do ALDRAS UaaLM
701012060002 | Penysizan Peraiatan @an Ferierghagan Kanar
[P —— PR [— Ep—p—— 052454000 P rep—— p—— asa . 20781 082,00 | KECAMATAN DOWD
Feriemghaan wanior yang Dako. Semua | TRANSFER E
Diseenasan rerpeza Unuss DAna
ALDRAS b
701012000003 | Penyeanan Peraisan Fuman Tangga
P — PRI [Pp— vzt ze00 stz 210122800 + pam.25,00 | o, Gemar ana . = 000.090.00 | KECAMATAN DORD
Fuman Dako. Semua | TRANSFER E
evDeza MU BANA
ALGRAS! skt
701012000004 | Penyeanan Sanan Logism antar
e —— 2ranet | zPaken P [EyE—— [Eprmp— 2532.300,00 | Ka. Batar E 5.434.000,00 | KECAMATAN DORD
Seantar yang Dezecakan Damo. Semua | TRANSFER .
erDeza MU ANA
ALGRAS! skt
701012060003 | Penysizan Sarang Cetakan dan Fenggandaan
[ —— FTTE - prrp— sratezzom PEEerrye 27a0.432.00 | Kab, Satar E 5.000.000.,00 | KECAMATAN DORD
Coraxan aan Fenggarcaan Damo. Semua | TRANSFER .
yang on erpeza Unuss o
ALDRAS! b
701012060008 | Penysienggeraan Fapat Keordinas dan Kansatas SKPO
[ p— 26 Laporan | 36 Laparan 72 atate 19020000 2 550 0an.00 = 57740000 | ram. G asa . 25000 000,00 | KECAMATAN SOWD
st Dako. Semua | TRANSFER E
seoanamas, aan Kenst: erpeza Unusr DAna
Swrp ALDRAS b
Torarzor [ ———— : : anssmniroe Tramzasnoe +78.943.508.00 11aza0 857,00 . 75,000 000,06 | KECAMATAN DOWD
Basan Permrgang Urazan E
Femereman Basan
701012070006 | Pengasiann eraistan dan Mesin Lannya
Y m—— P 2 umn anssm o1 oe Tramzasmoe 73,082 5000 =.420.997.00 | wam. G . 75,000 000,00 | KECAMATAN DOWD
frideieita Domo. Semua | TRANSFER :
- ereza UMUA-BANA
ALGRAS! stina
o101 2070008 | Pengasaan Gecmg Mantor st Sangunan Lannya
e : e 000 oo 102 90000000 103 800.900,00 | wan. G ana . 000 | KeCAmATAN SORO
‘atow Bargunan Laimnya yang Dako. Semua | TRANSFER E
Diaccman erpez mAUAL DA
ALGrAS st
zorarzos e — R R a0 a2 azm0 192 503 272.00 rzrarasmon . 2.009 000,00 | KECAMATAN DOWD
Urutan Pemertanan E
e
701012080002 | Pomyeainan sasn romumsas, Sumber Day Ax Gan Lt
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Koaranas Pembnsan dan
Pengawazan Pemenitanan
Desa

TARGET PRAKIRAAN DAN
REALISASI
e INDIKATOR PROGRAM | AKHIR CAPAIAN A
"o — URUSAN | PROGRAM | psshieilpiprri e | conmAan: (o REPAE KELOMPOK DAERAH
KEGIATAN | SUB e RENJA OPD | TARGET AEN TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN g | TAHUN 2022 LD (1042 LOKASI SUMBER DANA JAWAE
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 MASIONAL DAERAH
= s - = - - s s 0 1 12 3 N = e [ 8 18 20 21
urnian Laporan Peryecaan 12 Lageran | 12 Laparan @.387.200.00 2.297.200.00 5.307 200,00 .00 | ran. gatar. : 10.000.000.00 | KECAMATAN DCHO
Jincs Kbt Sumber Doko. Semus | TRANSFER B
Dy i i Liste yang evDosa ey
Diemanan ALCHAS! UMM
701012000004 | Penyeminan sasa Peisyanan Umum kamer
e — 12 Lageran | 12 Laparan 120981 828,00 12317887200 118,420 672.00 P — AN : 93.000.000.00 | KECAMATAN DCKO
“taza Feiayanan Duko. Semua | TRANSFER -
Seantor yarg Dissdiskan et UM DANA
ALCHAS! UMM
70101200 Pemetnaraan Garang Mk : > 268.150.000.00 108,690 000,00 106 890.000.00 ~181.500.000.00 : 47.800.000.00 | KECAMATAN DOKO
Dacran Parurgng Lruzan :
Pemertahan Dasah
7ota1zosonaz | P = [——— Dinas Oporasional st Lapengan
urmian Kenaaraen Oinas +unn aunn a7.200.000.00 7,200,000 &7.200 000,00 0,00 | ran. Getar DA : 26.000.000.00 | KEGAMATAN DGHO
‘Operasinar atau o Semua | TRANSFER :
yang Dyewars dmn RevDeza L DANA
Abayarkan Fajak dan ALDKAS] LMUM
Persnannya
701012000008 | Pemetnarasn Peramtan san Mesn Lainnga
urniars Povalatan can Mesin & une & Una s.450.000.00 5.430.009,00 5.450.000.00 .00 | Kan. Batar - 5.500.000,00 | KECAMATAN DOKO
Lannya yang Dpatnara Done. Semua | TRANSFER :
Kt UMUL-DANA
ALGHAS! LMUM
701012000008 | Pememnarasnrienanitas Gomng Kantor dan Sangunan Lannys
e e —— 2 U 2 Una +35.800.000,00 34.000.003,00 34.000.000.00 481.500.000,00 | Ka. Batar - 14.000.000,00 | KECAMATAN DOKO
Bangunan Lannys yang Dane. Semua | TRANSFER :
Dieanara Dwenasitast e ums-o
ALGHAS! LMUM
70102 PROGRAM - - 12.050.000,00 14550.000,00 17.750.000,00 58.301.000,00 70.351.000,00
PENVELI
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7otazzal Woardinas Ponycienggeraan : . .800.000.00 12.300.009,00 15.500.000.00 70000000 - 45.000.000,00 | KECAMATAN DOKO
Kegiatan Pemenrtanan o :
Tingea Kecamatan
701 [r— Perangeat Dasran Gan mstansl Verteal Terat
s Lapors 24 Lagoran | 24 Laparan 5.700.000.00 | Kan. matar, - 43.000.000.00 | KECAMATAN DOKO
oorAnac Sinergt Doko. Semus | TRANSFER B
— RevDeza UL DANA
Jr———— ALDHAS! MU
Pemanriatan
Perangkat Daerah dan
it ertial
70102200 Penyssenggaraan Lrusan : s 228000000 ) : 25,351 D00.00 | KECAMATAN DGHO
Pemenrtanan yang T :
o e b
Peranghat Dasrah
@ Kocamat
701022020002 | Fasinam Percepatan Pencapaian Stancar Peiayanan Ml o Weayan Kecamatan
urmian Laporan Fasnras: 24 Laporan | 24 Laparan 228000000 .00 | ran. setar : 25351 000,00 | KECAMATAN DOKO
Percapaian pencapa Dane. Semua | TRANSFER :
Standar Pelayanan Ml K UMUL-DANA
= Wisyat Focamata ALGHAS! LMUM
70103 - - 39.607.500,00 44.152.500,00 -12.522.000,00 20.000.000,00
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
7otaazal [ — : . sar2c0000 12437 502,00 12457 500,00 2585 500,00 - 20.000.000,00 | KECAMATAN DOKO
Pemberaayasn Desa :
701032010001 | Peningkatan Parsipasi Masyarakat daim Fonim Musyawarsn Perencanann PemEsngURan o Desa,
urnian Lameaga = Lembaga | 5 Lambaga sar200000 12.457.500.00 12.457 500.00 2.585.200,00 | ran. matar. : 20.000.000.00 | KECAMATAN DCKO
Kemasyaraatmn Kemazyara | Kemasyara Doko. Semua | TRANSFER -
wminems Pocurm Fatan atan RevDosa vy
Musaran Peren ALGHAS! LMUM
Desa
70103200 ¥ : = 2z.620.000.00 27.130.000.00 21.095.000.00 .045.000.00 : .90 | KECAMATAN DCHO
Kessjahieraan Ketuarga -
Tingra Kecamat
Kmuranan
7.01 03206 0007 Peningratan. [F—— Ptk Hiaup Bersn dan Senat
urnian Kewarga a0 a0 2z.620.000.00 27.130.000.00 21.095.000.00 2:045.000,00 | ran. matar. : .90 | KECAMATAN DCHO
Perumbutian Kemarga | Kesarga Doko. Semua | TRANSFER -
mancaran Ketuarga daiam RevDosa vy
earan Dersjar ALGHAS! LMUM
Kesenatan Keuarga gan
Lingrungan Dengan
Mereraan Paritans Hdup
Boran @an Senat
70104 PROGRAM KOORDINASI | - - - 47.790.000,00 59.790.000,00 50.100.000,00 135.122.800,00 182.012.800,00
KETERTIBAN UMUM
7otadzal [P —P— - - a7.730.000.00 53.730.003,00 =0.150.000.00 2.400.000.00 - 182.612.500,00 | KECAMATAN DOKO
Penysienggeaan -
Ketenieraman dan Keterutan
Uemum
701042010001 | Sinergias dengan Kepolisian Negara MEPUCH INOONeSIa. Tentara Masanal INdSneSia dan InSians| Verisal & Wik
Laporan Hact 24 Laporan | 24 Laparan 41.730.000.00 45,090 000,00 20,450 000,00 ~6.300.000,00 | Wab. Batar - 406.000.000,00 | KECAMATAN BOKO
Simergitens cerigan Heposian Doko. Semua | TRANSFER -
e — RevDeza AL DANA
ene, Ty — ALGHAS! LMUM
Insrans: verskar of
Wy Kecamatan
701042010002 | Harmanisss Hubungan gengan Tokon Agama dan Tooh Masyarakat
urmian Laporan 12 Lagoran | 12 Laparan 14700 000.00 2.700.000.00 | ran. getar. : 82.612.500.00 | KECAMATAN DOKO
=1 Doke.Semua | TRANSFER :
ucungan aengan ToRan e umLs-o
“Agama dan ALDRAS! LAALIM
Masyaranat
70108 PROGRAM PEMBINAAN | - - - 51.600.000,00 42.885.000,00 42.885.000,00 4.400.000,00 56.000.000,00
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
70108201 Fasiitasi, Rexomendas: dan - - ‘21.800.000.00 42885 000,00 42,885 000,00 “a7in.000.00 - 56.000.000,00 | KECAMATAN DOKO

7.01 00.2.01.0002

Fasinas) AQmensiras Tata Pemeriianan Desa
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P o DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | ARlE | REALISASI TAHUN 2025 PERANGKAT
o URUSAN | PROGRAM / AT Ani Bl semone | o | CIPRAREL KELOMPOK DAERAH
KEGIATAN / SUB bl ERODE | nEsuA oFp | TARGET RENS TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 P LOKASI 'SUMBER DANA TARGET JAWAE
'SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKFD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
2 3 - 5 o 7 a s 10 11 12 13 14 s = I 18 . 20 21

umian Dasumen yang 12 12 13.080.000.00 18138 000,00 18.135.000.00 =.085.000.00 | ras. Baar, Dana E 10.000.000.00 | KECAMATAN DOWO
Ditazieazi Dokumen | Dokumen Doko. Semua | TRANSFER -
o ———— KebDeza UmL DANA
Pemannanan Deza ALDAS1 Lnaum

701082010003 | Fasinas Pengeicean Hevsngan Desa dan Pencaysgunaan Aset Dasa
umian Dasumen yang 20 = 23.220.000.00 17.100.000.00 17.100.000.00 -6.190.000.00 | ran. sear, Dana B 40.000.000.00 | KECAMATAN DOWD
Diasttasi rangka Dokumen | Dakumen Ooko. Semua | TRANSFER -
Pengeiiaan Heuangan Desa KebDesa UL DANA
zan aan Azet ALDAS1 Lnaum

701082010017 | Hosranas Pendampingan Desa @ Weayannys
e Laporan Hast 12 Laporan | 12 Laporan 15.300.000.00 7.090.000.00 7.030.000.00 -7.630.009.00 | ran. mmar, Dana - ©6.000.000.00 | KECAMATAN DOKO
Heoardras: Semua | TRANSFER N
Daza @ wrayannya KevDeza UnL DANA

ALDAS! LU

JUMLAH

2.313.790.500,00

2.554.370.040,00

2.233.557.981,00

247.302.617.423.00

2.300.084.000,00
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2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja dilaksanakan untuk menganalisis program
dan kegiatan yang dilaksanakan di OPD Kecamatan Doko selama
tahun 2023. Adapun progam dan kegiatan yang telah dilaksanakan
adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
tercapai predikat B pada tahun 2023.

1) Kegiatan  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
indikatornya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
perangkat daerah yang tepat waktu terlaksana sesuai target
yaitu 12 bulan.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya
adalah Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang
akuntabel terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah indikatornya adalah Jumlah jenis
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah terlaksana sesuai target yaitu 2 jenis.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah indicatornya adalah Jumlah waktu Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana sesuai
target yaitu 12 bulan.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya Jumlah waktu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah terlaksana sesuai target yaitu 12
bulan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
indicator progam adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat
dengan desa/kelurahan terlaksana sesuai target yaitu 1
kegiatan
1) Kegiatan Koordinasi kegitan pemberdayaan desa

indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang
diselenggarakan di Tingkat Kecamatan terlaksana sesuai
target yaitu 1 kegiatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
indikatornya Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan terlaksana

sesuai target yaitu 1 kegiatan
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1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
indikatornya Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya yg dilakukan terlaksana
sesuai target yaitu 1 kegiatan.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya Jumlah
koordinasi yang diselenggarakan terlaksana sesuai target
yaitu 1 kegiatan

S. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
indikatornya Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian,
kesejahteraan  sosial dan  pembangunan  fisik  yang
ditindaklanjuti tercapai targetnya yaitu 95%.

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Jumlah
Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang

dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 10 desa.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Doko

Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

18



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan DOKO Kabupaten Blitar

No

Indikator
Program
(Outcome)/
Kegiatan
(output)

SPM/Standar
nasional

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi
Capaian

Proyeksi

Tahun
2019

Tahun
2020

Tahun
2021

Tahun
2022

Tahun
2023

Tahun
2024

Tahun
2024

Tahun
2026

Catatan
Analisa

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

B

B

B

B

B

Jumlah Laporan
Administrasi
Keuangan
perangkat daerah
yang tepat waktu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Jumlah waktu
pelaksanaan
administrasi umum
yang akuntabel

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Jumlah jenis
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

Jumlah waktu
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Jumlah waktu
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan
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Pemerintahan
Daerah

Jumlah
Pemberdayaan
Masyarakat
dengan
desa/kelurahan

5
kegiatan

5
kegiatan

5
kegiatan

5
kegiatan

5
kegiatan

5
kegiatan

5
kegiatan

Jumlah koordinasi
yang

diselenggarakan di
Tingkat Kecamatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

Jumlah
Koordinasi yang
dilaksanakan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

Jumlah kegiatan
yang dilaksanakan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

Jumlah
pembinaan
kerukunan antar
suku, umat
beragama, ras dan
golongan lainnya
yg dilakukan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

12
kegiatan

Jumlah koordinasi

yang
diselenggarakan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

24
kegiatan

Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian,
kesejahteraan
sosial dan
pembangunan

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%
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fisik yang
ditindaklanjuti

Jumlah
Rekomendasi dan
koordinasi dan
pengawasan yang
dilaksanakan

10 desa

10 desa

10 desa

10 desa

10 desa

10 desa

10 desa
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas,dan Fungsi serta Tata Doko Kecamatan, pada

pasal 7 ayat (1) ditetapkan tugas kecamatan adalah :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b.  mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
C. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah

dan/atau peraturan Bupati;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau Kelurahan; dan

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit Doko Pemerintah
Daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria
eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :
a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan;
c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
e. pelaksanaan pelayanan publik;
f.  penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.
Berdasarkan  Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
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Tata Doko Kecamatan, Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang
dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun-
tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah tugas dan fungsi kecamatan
serta berdasarkan Isu-Isu strategis RPJMD Kabupaten Blitar, maka dapat
diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Doko meliputi :

1) Pentingnya Perhatian Terhadap Percepatan Pengentasan Stunting
dengan Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berbasis
Kesadaran Kesehatan Keluarga;

2) Pentingnya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga Doko
secara luas dan meningkatkan PAD;

3) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Daya Dukung
Lingkungan dengan Perubahan Perilaku Masyarakat dan
Ketersediaan Sarana-Prasarana;

4) Keberpihakan Terhadap Keberdayaan Perempuan dan Penyandangan
Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Perlindungan Anak, Perempuan
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

5) Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan
korupsi

6) Tantangan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan
murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
Untuk menguraikan isu strategis Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Doko diperlukan rencana strategi yang merupakan proses

utama dalam menyusun strategi operasional dalam rencana kerja Kantor

Kecamatan Doko adalah :

a. Layanan Publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi
informasi yang terintegrasi

b. Optimalisasi hubungan yang sinergi dengan 3 pilar dan kelompok-
kelompok masyarakat sebagai sarana lini terdepan dalam
meminimalisir masalah di masyarakat;

c. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa dan aparatur desa

d. Penerapan Manajemen kinerja yang berorientasi hasil/ dampak

Dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Doko masih mengalami

hambatan-hambatan diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan PATEN
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2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses
perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan
Belum optimalnya koordinasi linmas
Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kecamatan

5. Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah
kecamatan

6. Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya dan
lembaga kemasyarakatan

7. Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi
kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain
juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa
terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber
daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari
pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Disamping itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD Kecamatan Doko maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama

pemerintah daerah khususnya Kecamatan Doko adalah penyediaan

pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan
publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Doko
agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan

Doko, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh

Kecamatan Doko untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain:

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar,
walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;

2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang
dituangkan dalam DPA SKPD dengan cara mengusulkan kepada SKPD
terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan
kepada semua PPTK;

3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk dapatnya
mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan

manajemen publik yang berbasis IT;

24



4. Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi tata adimistrasi dan pengelolaan
desa di wilayah agar tercipta desa dengan kualitas layanan dan
administrasi yang baik.

5. Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemberdayaan
masyarakat, UMKM dan pariwisata melalui kegiatan peningkatan
kapasitas bagi pelaku UMKM dan Pariwisata.

6. Meningkatkan peran PKK dalam membangun kesadaran keluarga
dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan

keluarga.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Doko Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah

2. Program prioritas pembangunan daerah dan

3. Rencana Doko, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya
akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Doko Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 mengacu

pada Prioritas Pembangunan Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan

2. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing

3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar

6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
public

7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim.

Disamping mengacu pada RPJMN Nasional, Penyusunan Dokumen
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 juga
memperhatikan arah kebijakan 2024 RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu
Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat yang adil,
sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang

partisipatoris inklusif melalui Doko Bersama dan Gotong Royong.
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Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Arah

Kebijakan Provinsi Jawa Timur, maka Isu-isu Strategis dalam RPJMD

Kabupaten Blitar sebagai berikut :

1)

2)

10)

11)

12)

Pentingnya pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan
pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal.
Tantangan untuk memperluas layanan kesehatan dan kualitas
fasilitas kesehatan yang memuliki standarisasi tersertifikasi.
Pentingnya percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan
keluarga.

Pentingnya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga Doko
secara luas dan meningktkan PAD.

Pentingnya keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan
prasarana produksi pertanian dan industry olahan hasil pertanian
untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta
meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Mengakselerasi pembangunan kawasan strategis dengan
menyediakan infrastruktur penunjang aksessibilitas dan sarana
prasarana dasar.

Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung
lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan
sarana prasarana.

Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni,
sanitasi layak, dan ketersediaan air bersih.

Pentingnya mengintegrasikan treatmen pengentasan kemiskinan
secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat
miskin.

Keberpihakan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan,
anak, difabel dan penyendang kesejahteraan social.

Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan
korupsi

Tantangan penyediaan layanan public yang lebih cepat, baik dan

murah berbasis tekonologi informasi yang terintegrasi.

Untuk dapat Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisa

Kebutuhan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Blitar

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Laporan 24 24 Kec. Doko
dan Instansi Vertikal Terkait Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Laboran 22 22 Kec. Doko
Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan P ’
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Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi | Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Laporan 24 24 Kec. Doko
Vertikal di Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan
Tokoh Masyarakat dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Laporan 12 12 Kec. Doko

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 8 8 Kec. Doko

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 8 8 Kec. Doko

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 11 11 Kec. Doko

Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan SKPD Dokumen 12 12 Kec. Doko
D . .

Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD J;gsh okumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi Dokumen 14 14 Kec. Doko

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Jumlah pegawai berdasarka tugas pokok dan fungsi yang

tugas pokok dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang 18 18 | Kec. Doko




Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

SKPD

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Laporan

12

12

Pak 1 1 Kec. Dok
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan aket ec. Doxo
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ju.mla‘h Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Paket 2 2 Kec. Doko
Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 Kec. Doko
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 3 Kec. Doko
B
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ju.mla‘h Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Paket 2 2 Kec. Doko
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Laporan 36 36 Kec. Doko

Kec. Doko

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Laporan

12

12

Kec. Doko

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan . - . . unit 4 2 Kec. Doko
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Pemel|haraar.1/Rehab|I|taS| Gedung Kantor dan Ju.mla?h Gedu‘ng Kar?t.or c‘ian Bangunan Lainnya yang unit ) ) Kec. Doko
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara unit 6 8 Kec. Doko
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Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Penumbuhan Kesadaran Kelaurga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan
Lingkungan dengan Menerapkan Hidup Bersih dan
Sehat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi
dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Desa

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran
perilsku hidup bersih dan sehat

Lembaga
Kemasyarakatan

keluarga

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Juml.ah. DokL'Jmen yang D.IfaSIIItaSI dalam rangka dokumen 12 12 Kec. Doko

Administrasi Tata Pemerintahan Desa
e Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dokumen 20 20 Kec. Doko

Pendayagunaan Aset Desa
Desa

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya w:g;:hfyzoran Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di dokumen 12 12 Kec. Doko
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2.5 Penelaah Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Doko mempunyai
tugas utama pelayanan kepada masyarakat dan berupaya semaksimal
mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsi perannya sebagai unsur
penyelenggara sebagaian kewenangan pemerintahan dari Bupati dan
tugas lain penyelenggaraan pemerintahan di Desa / Kelurahan .

Permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan tugas sehari-
hari yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan, tentunya mengalami
kendala / permasalah pokok apalagi tantangan ke depan semakin berat
seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
sekarang.

Setelah Tahun berjalan program dan kegiatan sebagaian sudah
terealisasi, Kantor Kecamatan Doko mengajukan beberapa usulan
Program dan Kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat untuk tahun Dberikutnya. Beberapa proses dalam
mengusulkan program dan kegiatan adalah perlunya kordinasi antara
Camat, Sekretaris camat, semua Kasi dan Staf kecamatan. Dengan
demikian akan tersusun beberapa program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan. Secara keseluruhan ada 5 (lima) program yang merupakan
program prioritas secara terinci dalam beberapa kegiatan.

Program dan kegiatan yang diusulkan tentunya harus sesuai
dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.
Untuk menentukan Program dan kegiatan disesuaikan dengan RPJMD
Kabupaten Blitar. Program dan kegiatan dengan penetapan indikator
kinerja Kantor Kecamatan Doko Kabupaten Blitar bertujuan untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian.

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut
memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh
pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RWMUSDUS),
Desa/Kelurahan (MUSRENBANGDES/MUSDES), Kecamatan sampai
kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang
menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Doko antar OPD dan antara
Pemerintah Daerah dengan masyarakat agara tujuan dan sasaran yang
telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai

rencana yang telah ditentukan.
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Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu
wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up
dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai
tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan
kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses
pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan,
melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan
partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan

Partisipatif (SMPP).
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Kurangnya pelatihan pada 1. Usulan sudah sesuai dengan
disabllitas sehingga prioritas pembangunan tapi belum
Pelatihan diharapkan dengan adanya| J Sersan Tojib dilengkapi dengan volume sasaran
Pengembangan pelatihan tersebut para Dinas Koperasi, Usaha Kecil kegiatan dan dokumen yang
69 | 1277848 Nomor 35 Suru- Sury
Kewirausahaan disabilitas dapat Doko, Kab. Blitar dan Menengah dipersyaratkan; 2. Dapat
(PENA INTAN) mengembangkan diri At dilaksanakan dengan tetap
sesuai dengan bidangnya memperhatikan kewenangan dan
masing-masing kemampuan keuangan daerah,
1. Usulan sudah sesuai dengan
Pera Peloku UMKM prioritas p.embangumn tapi belum
Pelatihan Digital | Khususnya Masyarakat CRonEap! [r gy YOhEwe i
s b g .. | Desa Kalimanis, Kab. Dinas Koperasi, Usaha Kecil keglatan dan dokumen yang
79 | 1280224 | Enterpreneur (PENA | PENA INTAN masih minim Kalimanis
Blitar dan Menengah dipersyaratkan; 2, Dapat
INTAN) pengetahuan tentang
Digital Enterpreneur dilaksanakan dengan tetap
ke memperhatikan kewenangan dan
kemampuan keuangan daerah.
kurangnya pemahaman,
keterampilan, dan ins di No. 06
Bimtek Antrampien bepade: | o 06 R 03 Dusn
81 | 1280654 | Pengembangan kelompok BUMDES dalam Resa 2 bo Rasaooribo Dinas Pemberdayaan Sesual dengan program prioritas
pearie mengelola bisnis mereka e e Masyarakat dan Desa pembangunan - Dapat dilanjutkan
BUMDESA Resapombo, Kab.
dengan efektif dan
y Blitar
mengoptimalkan potensi
ekonomi desa
94 | 1286001 mm:::;::‘:’“" Perlunya Bimbingan Teknis| Pemerintah Desa Doko Dinas Pemberdayaan Sesuai dengan prioritas
Tentang Aset Desa Doko, Kab. Blitar Masyarakat dan Desa pembangunan, dapat dilanjutkan
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a5 | 1286058 Bimtek Pengelolaan |Perlunya Bimbingan Teknis| Pemerintah Desa Doko Dinas Pemberdayaan Sesuai dengan program prioritas
Keuangan Desa Terkait Keuvangan Desa Doko, Kab. Blitar Masyarakat dan Desa pembangunan - Dapat dilanjutkan
Desa Sumberurip ingin
menerapkan pelayanan 1. Usulan sudah sesuai dengan
Desa Secara digital agar prioritas pembangunan;
memudahkan masyarakat 2. Perlu ditentukan jenis atau
Desa Sumberurip =
untuk mendapatkan : bentuk aplikasi sehingga dapat
98 | 1287171 | Pembuatan Aplikasi | pelayanan Yang cepat KK:;::‘::: ;on:: Sumberurip Dln;s.m: :k:s'l;'lrr;f:fn;\::ka. diketahul volume dan besaran
tepat dan prima, karena Kab. Blitar anggaran;
hal itu dibutuhkan aplikasi 3. Dapat dilaksanakan dengan tetap
yang dapat menampung memperhatikan kewenangan dan
dan melayani keutuhan kemampuan keuangan daerah.
masyarakat tersebut.
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Para pelaku pelayanan di
Desa Sumberurip dan para
kader Digital Desa
Sumberurip mempunyal
minat dan loyalitas tinggl
dalam pelayanan dan
penyampaian promosi 1. Usulan sudah sesuai dengan
desa, namun masih

prioritas pembangunan;
_ membutuhkan banyak | DESA SUMBERURIP 2. Perlu ditentukan sasaran kegiatan
1287337 Peningkatan SDM literasi agar dapat KECAMATAN DOKO Dinas Komunikasi, Informatika,| sehingga dapat diketahui volume

teknologi informasi memperkuat dan KABUPATEN BLITAR, M rip Statistik dan Persandian dan besaran anggaran;

menambah tingkat SDM Kab. Blitar 3. Dapat dilaksanakan dengan tetap
tersebut. maka dari itu memperhatikan kewenangan dan
kami membutuhkan kemampuan keuangan daerah.
literasi Digital
danPengembangan
Website Desa dan
lampenyampaian
informasi dan promosi
Desa.

Desa Sumberurip Dalam
: Digitalisasi pengarsipan data data

Pd::l:: gm b.l;as penting masih DESA SUMBERURIP

100 | 1287413 | Pengelola Arsip menggunakan cara manual| KECAMATAN DOKO

c dan rawan kehilangan | KABUPATEN BLITAR,

e Data,maka kami butuh Kab. Blitar
pelatihan tentang

kearsipan secara Digital

Dinas Perpustakaan dan
Sumberurip Kesrsian Sesual prioritas pembangunan

Beri Sekor Nilai setiap usulan 1 sampai 10



NO |ID UsULAN| USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI KELURAHAN OPD TUJUAN AKHIR REKOMENDASI MITRA SEXOR NILAI
Peningkatan . -
: perlunya peningkatan Desa Plumbangan, Dinas Pemberdayaan Sesuai dengan prioritas
REGY 137252 1 Kapa s»t;:;paratur kapasitas aparatur desa Kab. Blitar Ehimbangen Masyarakat dan Desa pembangunan
banyaknya masyarakat
heluton yang kurang memahami | Desa Plumbangan, Dinas Perpustakaan dan
18 | 1257339 Pem::l::n:rslp pentingnys arsip dan Kab. Blitar Plumbangan Kasrstoun Sesual prioritas pembangunan
o dekumen keluarga
pentingnya memelihara
Pelatihan arsip perorangan maupun
arsip keluarga yang Desa Jambepawon Dinas Perpustakaan dan
7 | i
49 | 1275724 Peng':e t;:an aArs p berhwbngen dengan aset,| Kec Doko, Kab. Biitar Jambepawon Kearsipan Sesuai prioritas pembangunan
® riwayat pendidikan dan
sebagainya
Pelatihan meningkatkan niat baca
s3 | 1275742 Kepustakaan dan | masyrakat dan terutama | DesaJambepawon SanbapeNon Dinas Perpustakaan dan Supaya menyampaikan surat
Pengembangan anak sekolah agar tidak |Kec Doko, Kab. Blitar Kearsipan permohonan kegiatan
Minat Baca kecanduan akan gawai
Pelatihan
61 | 1275757 Kepustakaan dan | menurunnya minat baca | Dess Sidorejo, Kab. sidorejo Dinas Perpustakaan dan Supay'amn;enyat:‘»zalk;rt\m
Pengembangan khususunya bagi remaja Blitar Kearsipan pe .
Minat Baca
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia adalah
reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area
perubahan antara lain :
1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN), dengan area perubahan :
» Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
» Penguatan pengawasan
» Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area
perubahan :
*» Penataan dan penguatan organisasi
* Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area
perubahan :
* Penataan peraturan penundang-undangan
* Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :

» Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di daerah
masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang
menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut,
misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum
bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk
mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus

dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam
melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan
pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan
kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi
dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik
masa kini (new publik management) yang memiliki ciri bahwa
kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan
pada pelayanan yang “menyentuh hati” dan perombakan visi dan misi

pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham
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(shareholder) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai
hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain
posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari

“dilayani” menjadi “melayani”.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak
berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi
masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini
menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu
dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan
tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan
yang brsifat administratif dimana pemerintah menetapkan kecamatan
sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan
tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin
dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan
efisien. Dan didalam Permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa
penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se

indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan
manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip — prinsip tertentu,
diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,
supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek
manajeman penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai
dariperencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya
merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan
yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan

secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya
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3.2

kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah.

Hal ini telah sejalan dengan visi Kabupaten Blitar yang dijabarkan

ke dalam misi -misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima
Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Doko harus mengacu pada visi
dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati
Blitar selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2021-2026,
sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera

berladaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Toyyibatun, Warobbun

Ghofur)’.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu
menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-
upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus
memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan
dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan,
sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata.
Tetapi juga sebagai problem solving permasalahan dan isu strategis di
Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi
yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya
dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 “Meningkatkan  Kesejahteraan  Sosial = Masyarakat  Blitar
Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki
mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan
potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan
berintegritas.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata
melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan
mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian
lingkungan.”

Seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Doko sesuai dengan

tugas dan fungsinya mendukung pencapaian Misi Ke-1 “Meningkatkan
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Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa
dengan Kearifan Lokal Budaya” dan Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja
pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.
Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor
Kecamatan Doko pada tahun 2024 menetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke
desa;
2. Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi,
solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;

3. Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran merupakan  penjabaran dari tujuan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan
program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat
capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna
penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada

tahun 2024, ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik
sampai ke desa dengan indikator sasaran Persentase keluhan
masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;

2. Sasaran meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
dengan indikator sasaran Persentase gangguan trantibum di wilayah
kecamatan yang dapat diselesaikan;

3. Sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa serta pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator sasaran
persentase desa yang memiliki administrasi baik dan jumlah bumdes
yang dikelola dengan baik;

4. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan
mengambil langkah-langkah prioritas, dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dengan :

a. Meningkatkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di
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wilayah kecamatan.

b. Meningkatkan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan
peraturan perundang — undangan yang ada ;

c. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik dan benar ;

d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan public

e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan
pelayanan masyarakat

f. Meningkatkan system pelaporan Satuan Doko Perangkat Daerah

(SKPD)

Adapun gambaran sasaran dan tujuan dijelaskan pada Tabel berikut ini :
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Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Doko Kabupaten Blitar

di Kec

Tahun 2024
TARGET
NO TUJUAN SASARAN LEo LGNl S LT SATUAN KINERJA
SASARAN
2024
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan kualitas dan jangkauan Indeks Kepuasan Nilai 95
pelayanan publik sampai ke desa Masyarakat
1. Meningkatnya kualitas dan Persentase keluhan Persen 100%
jangkauan pelayanan publik sampai | masyarakat terhadap
ke desa pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti
2. Mewujudkan penghayatan dan Indeks Kesalehan Sosial Nilai 100)
penerapan nilai-nilai religius,
toleransi, solidaritas sosial, dan 2. Meningkatnya koordinasi Persentase gangguan Persen 100
gotong royong dalam kehidupan ketentraman dan ketertiban umum trantibgm di Wilayah yang
masyarakat dapat diselesaikan
3. |Meningkatkan akutabilitas kinerja Predikat SAKIP Kategori B
perangkat daerah Perangkat Daerah
Persentase desa mandiri Persen 80
di kecamatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP Nilai 68
Perangkat Daerah
4. Meningkatnya pembinaan dan Jumlah Desa Yang Jumlah 2
pengawasan pemerintahan desa serta| NaikKelas
pemberdayaan masyarakat desa Persentase Desa Mandiri
Persen 90




3.3Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi
strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.
Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka Dokosama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Doko merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di
Kabupaten Blitar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai
wilayah Doko tertentu. Kecamatan melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas
tersebut diatas Camat mempunyai fungsi : menyusun kebijakan teknis
operasional kecamatan; menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, menyelenggarakan pembinaan
wilayah; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
melaksanakan pelayanan publik, menyusun laporan kinerja secara
periodik kepada Bupati dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Doko diarahkan
untuk mencapai visi dan misi Bupati terpilih. Sehingga program dan
kegiatan dalam Renja Kecamatan Doko merupakan implementasi dari
upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDGs

Sustainable Development Golds merupakan suatu rencana aksi global
yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna
mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi
lingkungan. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai
target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda
tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%,
meningkatkan derajat kesehatan, meningkatan pendidikan masyarakat
dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda
tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian
target SGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah
diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target

SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja
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Kecamatan Doko diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs
itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi
jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan
bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat
serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak
digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan
oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan peDokoan. Kemiskinan merupakan
masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan
kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten
Blitar. Demikian pula halnya dengan penanggunglan kemiskinan di
Kecamatan Doko. Program dan kegitan yang dirancang pada tahun
anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan
kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan
akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan peDokoan
sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan
masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang
harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel,
bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala
dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya.
Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan
adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik
meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi
dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005
Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu
setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat
dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang
ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari
dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.
Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit Doko wajib

menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Doko
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sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan

Doko diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan

Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan

pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Doko sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Blitar

memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan

sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Blitar.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan

pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap

kesempatan Doko, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan

dikembangkan di Kecamatan Doko melalui penyusunan berbagai

Program dan Kegiatan dalam Rencana Doko ini.

2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan

Doko Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 13 Kegiatan.

Program dan indikator program yang ditetapkan oleh Kecamatan

Doko Kabupaten Blitar adalah :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota indikatornya adalah Rata-rata tingkat capaian kinerja
kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
indikatornya adalah persentase desa/kelurahan dengan predikat
IKM

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
indikatornya adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
indikatornya adalah Jumlah fasilitasi dan koordinasi

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
indikatornya adalah Jumlah peraturan perundang-undangan

desa yang dibuat
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Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang akan dilaksanakan

pada Tahun 2024 adalah :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan
dengan target capaian 100%;

Kegiatan  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
indikatornya adalah Persentase Laporan Administrasi
Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel
dengan target capaian 100%;

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
indikatornya adalah Persentase ASN yang Mendapat
Pelayanan  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan target capaian 100%;

Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah
persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara
akuntabel dengan target capaian 100%;

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah  Daerah indikatornya adalah Persentase
pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
pemerintah daerah yang tepat sasaran dengan target capaian
100%;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
indikatornya adalah persentase jasa penunjang urusan
pemerintah daerah yang disediakan tepat waktu dengan
target 100%;

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan indicator persentase barang
milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam

kondisi baik targetnya 100%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan

di Tingkat Kecamatan indikatornya adalah Jumlah
koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan

targetnya 4 kali;
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b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak
Dilaksanakan Oleh Unit Doko Perangkat Daerah Yang Ada Di
Kecamatan dengan indicator jumlah layanan yang
dilaksanakan targetnya 4 jenis;

c. Kegiatan  Pelaksanaan urusan Pemerintahan  yang
dilimpahkan kepada Camat indikatornya adalah jumlah
pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan target
5 dokumen.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa indikatornya
adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan target
S kali.

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan dengan indicator Jumlah kegiatan
yang dilaksanakan targetnya 5 kegiatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,;

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum dengan indicator jumlah kegiatan yang
dilaksanakan targetnya 15 kali;

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah indikatornya adalah jumlah
koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang
dilakukan targetnya S kegiatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah Jumlah
rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang

dilaksanakan dengan target 12 kali.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di
Kecamatan Doko sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah
Kecamatan Doko dan melingkupi semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaan.
Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif adalah sebesar :
Rp 2.296.054.683,00 yang seluruhnya bersumber dari Dana Transfer
Umum — Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Blitar.
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4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan

dalam tabel di bawah ini :
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada tahun 2024 merencanakan

program dan 13 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai

Rp. 2.298.054.683,00. Secara keseluruhan ada 5 program yang merupakan

program prioritas secara terinci dalam beberapa program dan kegiatan :

1.

e

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Doko

Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan Pagu sebesar Rp 2.136.042.183,00 dengan kegiatan sebagai
berikut;

a.

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dengan pagu anggaran Rp 3.117.138,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran
Rp 1.500.987.183,00

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu
anggaran Rp 93.880.000,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran
Rp 134.726.482,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan pagu anggaran Rp 168.847.500,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
pagu anggaran Rp 127.813.872,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah dengan pagu anggaran Rp 108.690.000,00

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan

pagu Rp 17.750.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut :

a.

Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan dengan pagu anggaran Rp 15.500.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan pagu
anggaran Rp 2.250.000,00
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Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Pagu

Rp 43.402.500,00 dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran Rp
12.457.500,00

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu Rp 30.945.000,00

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu

Rp 55.705.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dengan pagu anggaran Rp 55.705.000,00

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu

Rp 43.155.000,00 ;

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp 43.155.000,00
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BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah
Kecamatan Doko pada tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang
menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan ke depan.

Rencana Doko ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon
kebutuhan pembangunan di Tahun 2024, juga sebagai upaya untuk
merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan
pembangunan khususnya dari Kecamatan Doko, dan juga jumlah dana
yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Apabila pada
saat penentuan plafon prioritas anggaran ternyata pagu anggaran
Kecamatan Doko tidak sebesar sebagaimana yang direncanakan dalam
Renja, maka akan dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap beberapa
kegiatan, dengan mengutamakan kegiatan prioritas. Rasionalisasi
diputuskan melalui rapat koordinasi internal, untuk kemudian
ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Doko Anggaran (RKA) OPD.

Harapannya adalah Rencana Doko ini dapat dilaksanakan sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan

kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Doko, September 2024

KECAMATA
DOKO

PPAmbina Tk I
=% 0914 199803 1 005
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